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i. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk

kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;

iii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk

keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang
telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
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KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha
Esa atas terselesaikannya buku bunga rampai yang berjudul
Demokrasi: Teoretis dan Praksis. Buku ini hadir sebagai
upaya akademik dalam menguraikan konsep, dinamika, serta
tantangan demokrasi dalam berbagai perspektif. Kami berharap
bahwa buku ini dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi
akademisi, praktisi, mahasiswa, dan masyarakat luas yang ingin
memahami demokrasi secara lebih komprehensif. Buku ini
terdiri dari sebelas bagian yang membahas demokrasi dari
aspek teoretis hingga aplikatif. Bagian pertama mengulas
Demokrasi: Konsep Dasar dan Pengantar sebagai landasan
utama dalam memahami sistem demokratis. Selanjutnya,
perkembangan demokrasi dibahas dalam dua konteks utama,
yaitu Perkembangan Demokrasi di Dunia dan Perkembangan
Demokrasi di Indonesia, yang menggambarkan bagaimana
sistem demokrasi berevolusi dan beradaptasi di berbagai
negara, termasuk Indonesia.

Selain itu, buku ini juga membahas demokrasi sebagai
sebuah sistem dan cara hidup. Bab Demokrasi sebagai Bentuk
Pemerintahan dan Demokrasi sebagai Sistem Politik
menguraikan bagaimana demokrasi diterapkan dalam tata
kelola pemerintahan dan politik. Tidak hanya sebagai sistem,
demokrasi juga dipandang sebagai nilai yang harus dihayati
dalam kehidupan sehari-hari, sebagaimana dijelaskan dalam
bab Demokrasi sebagai Sikap Hidup dan Nilai-Nilai Demokrasi.

Keunikan buku ini juga terletak pada pembahasan
demokrasi dalam perspektif historis dan filosofis, salah satunya
melalui kajian Demokrasi dalam Piagam Madinah, yang
menyoroti bagaimana prinsip-prinsip demokratis telah
diterapkan dalam sejarah Islam. Selain itu, aspek kearifan lokal
pun dibahas dalam bab Demokrasi: Perspektif Kearifan Lokal
yang memberikan wawasan mengenai bagaimana konteks/isu
lokal bisa menjaga sistem demokrasi yang sehat dan
berkelanjutan.



Pendidikan menjadi aspek penting dalam menjaga eksistensi
demokrasi. Oleh karena itu, bab Pendidikan Demokrasi
membahas bagaimana pendidikan dapat menjadi instrumen
utama dalam menanamkan nilai-nilai demokratis kepada
generasi muda. Sebagai penutup, bab Masa Depan Demokrasi
mengajak pembaca untuk merenungkan tantangan dan prospek
demokrasi di tengah dinamika global dan nasional yang terus
berubah.

Kami mengucapkan terima kasih kepada para penulis,
akademisi, dan semua pihak yang telah berkontribusi dalam
penyusunan buku ini. Kami menyadari bahwa buku ini masih
jauh dari sempurna, sehingga kami sangat terbuka terhadap
kritik dan saran yang membangun. Semoga buku ini dapat
memberikan manfaat yang luas dan menjadi sumbangsih nyata
dalam penguatan demokrasi di Indonesia dan dunia.

Pontianak, Maret 2025
Editor

Oki Anggara
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BAB 1
DEMOKRASI: KONSEP DASAR DAN PENGANTAR

Dr. Bintara Sura Priambada, S.Sos., S.H., M.H.
Universitas Surakarta
E-mail: bintara.sp@gmail.com

PENDAHULUAN

Demokrasi, berasal dari bahasa Yunani "démokratia” yang
berarti “"pemerintahan rakyat,” adalah sistem pemerintahan di
mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Konsep ini
telah berkembang dan beradaptasi selama berabad-abad,
mengakomodasi berbagai bentuk dan praktek dalam masyarakat
yang berbeda. Dalam memahami konsep dasar dan pengertian
demokrasi, esensial untuk mengeksplorasi berbagai dimensi
yang mempengaruhi interpretasi dan implementasinya dalam
konteks kontemporer.

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Dahl (1989) dalam
karyanya "Democracy and its Critics,” demokrasi melibatkan
beberapa kriteria utama, termasuk partisipasi  efektif,
pemahaman yang merata, dan kontrol atas agenda. Kriteria-
kriteria ini membantu dalam memastikan bahwa pemerintahan
benar-benar mewakili dan menjalankan keinginan rakyat (Dahl,
1989). Selanjutnya, Held (2006) menggambarkan bagaimana
model demokrasi parlementer dan presidensial beroperasi dalam
konteks yang lebih luas, mengemukakan perbedaan struktural
dan fungsional yang signifikan antarkeduanya yang
mempengaruhi efektivitas demokrasi itu sendiri (Held, 2006).

Pada Bab ini, kita akan menjelajahi berbagai aspek
demokrasi, mulai dari definisinya, peran, hingga tantangan yang
dihadapi. Dengan memahami berbagai dimensi tersebut, kita
dapat lebih mengapresiasi kompleksitas dan dinamika yang



dimiliki oleh demokrasi sebagai salah satu bentuk pemerintahan
yang paling diidamkan namun juga paling menantang untuk
diimplementasikan secara efektif.

DEFINISI DEMOKRASI
Demokrasi adalah konsep yang kaya dan kompleks dengan
berbagai  interpretasi yang berbeda. Sebagai bentuk
pemerintahan, demokrasi telah diartikulasikan dan ditafsirkan
dalam banyak cara oleh para pemikir politik sepanjang sejarah.
Definisi ini berkisar dari ide Kklasik tentang pemerintahan oleh
rakyat hingga interpretasi yang lebih modern yang meliputi
aspek hukum, hak-hak individu, dan keadilan sosial. Berikut ini
adalah  beberapa  pendekatan yang berbeda dalam
mendefinisikan demokrasi:
1. Demokrasi sebagai Pemerintahan oleh Rakyat
Aristoteles, yang dikenal sebagai salah satu filsuf pertama
yang mendokumentasikan prinsip-prinsip pemerintahan,
menggambarkan demokrasi sebagai bentuk pemerintahan di
mana "kekuasaan dipegang oleh rakyat". Menurut Held
(2006), definisi ini menekankan pada partisipasi langsung
warga dalam membuat keputusan politik yang
mempengaruhi mereka. Held menjelaskan bahwa ini adalah
ciri khas dari demokrasi langsung, seperti yang dipraktikkan
dalam beberapa bagian dari Yunani kuno (Held, 2006).

2. Demokrasi sebagai Sistem Kebebasan dan Keadilan
Robert Dahl, seorang teoretikus politik modern,
menawarkan pandangan yang lebih terstruktur tentang
demokrasi  dalam  karya-karyanya.  Dahl  (1989)
mendefinisikan demokrasi melalui konsep "polyarchy”, di
mana demokrasi dioperasikan melalui pluralisme politik,
pemilihan umum yang bebas dan adil, dan hak asasi yang
luas termasuk kebebasan berekspresi dan asosiasi. Menurut

2



DAFTAR PUSTAKA

Ackerman, J. (2004). "Co-Governance for Accountability:
Beyond 'Exit' and 'Voice'." World Development, 32(3), 447-
463.

Allcott, H., & Gentzkow, M. (2017). "Social Media and Fake
News in the 2016 Election." Journal of Economic
Perspectives, 31(2), 211-236.

Bannister, F., & Connolly, R. (2014). "ICT, Public Values and
Transformative Government: A Framework and Programme
for Research.” Government Information Quarterly, 31(1),
119-128.

Barber, B. (1984). Strong Democracy: Participatory Politics for
a New Age. University of California Press.

Bellow, A. (2003). In Praise of Nepotism: A Natural History.
Doubleday.

Boix, C. (2003). Democracy and Redistribution. Cambridge
University Press.

Boulianne, S. (2015). "Social Media Use and Participation: A
Meta-analysis of Current Research.” Information,
Communication & Society, 18(5), 524-538.

Bovens, M. (2007). Public Accountability. Oxford University
Press.

Dahl, R. A. (1989). Democracy and its Critics. Yale University
Press.

Dicey, A. V. (1885). Introduction to the Study of the Law of the
Constitution. Macmillan.

Farrell, D. M. (2011). Electoral Systems: A Comparative
Introduction. Palgrave Macmillan.

Fishkin, J. S. (2009). When the People Speak: Deliberative
Democracy and Public Consultation. Oxford University
Press.

15



Franklin, M. (2004). Voter Turnout and the Dynamics of
Electoral Competition in Established Democracies Since
1945. Cambridge University Press.

Gerring, J., Thacker, S. C., & Moreno, C. (2005). "Centripetal
Democratic Governance: A Theory and Global Inquiry."
American Political Science Review, 99(4), 567-581.

Gibson, R. K., Lusoli, W., & Ward, S. (2008). "The Internet and
Political Participation in Europe."” European Journal of
Communication, 23(4), 451-469.

Held, D. (2006). Models of Democracy. Stanford University
Press.

Johnston, M. (2005). Syndromes of Corruption: Wealth, Power,
and Democracy. Cambridge University Press.

Keane, J. (2013). Democracy and Media Decadence. Cambridge
University Press.

Layman, G. C., Carsey, T. M., & Horowitz, J. M. (2006). "Party
Polarization in American Politics: Characteristics, Causes,
and Consequences.” Annual Review of Political Science, 9,
83-110.

Levitsky, S., & Ziblatt, D. (2018). How Democracies Die.
Crown.

Lincoln, A. (1863). "The Gettysburg Address."” [Pidato,
Gettysburg, Pennsylvania, 19 November 1863].

Lijphart, A. (1999). Patterns of Democracy: Government Forms
and Performance in Thirty-Six Countries. Yale University
Press.

McCoy, J., Rahman, T., & Somer, M. (2018). "Polarization and
the Global Crisis of Democracy: Common Patterns,
Dynamics, and Pernicious Consequences for Democratic
Polities."” American Behavioral Scientist, 62(1), 16-42.

Mill, J. S. (1859). On Liberty. John W. Parker and Son.

Mudde, C. (2004). "The Populist Zeitgeist." Government and
Opposition, 39(4), 541-563.

16



Norris, P. (2014). "Why Electoral Integrity Matters.” Cambridge
University Press.

North, D. C. (1990). Institutions, Institutional Change, and
Economic Performance. Cambridge University Press.

Pappas, T. S. (2019). Populism and Liberal Democracy: A
Comparative and Theoretical Analysis. Oxford University
Press.

Pateman, C. (1970). Participation and Democratic Theory.
Cambridge University Press.

Rawls, J. (1971). A Theory of Justice. Belknap Press.

Rodrik, D. (2000). "Institutions for High-Quality

Rose-Ackerman, S. (1999). Corruption and Government:
Causes, Consequences, and Reform. Cambridge University
Press.

Rothstein, B. (2011). The Quality of Government: Corruption,
Social Trust, and Inequality in International Perspective.
The University of Chicago Press.

Sen, A. (1999). Development as Freedom. Alfred A. Knopf.

Verba, S., Schlozman, K. L., & Brady, H. E. (1995). Voice and
Equality: Civic Voluntarism in American Politics. Harvard
University Press.

17



BAB 2
PERKEMBANGAN DEMOKRASI DI DUNIA
DAN PERAN PEMUDA

Norman Luther Aruan, S.E., M.Ec.Dev.
Pusat Riset Kependudukan — Badan Riset dan Inovasi Nasional
(BRIN), Jakarta
E-mail: Norm002@brin.go.id

PENDAHULUAN

Dalam dua dekade terakhir, demokrasi global mengalami
kemunduran yang signifikan, sebuah fenomena yang dijuluki
"Resesi Demokrasi"”. Laporan Varieties of Democracy Institute
(V-Dem Institute) menunjukkan bahwa jumlah negara dengan
sistem otokrasi tertutup kini untuk pertama kalinya dalam dua
dekade melebihi jumlah negara demokrasi liberal di dunia dan
secara signifikan terjadi di Eropa Timur serta Asia Selatan dan
Tengah (Nord et al., 2024). Tren ini ditandai dengan
kebangkitan rezim otoriter yang secara sistematis melemahkan
checks and balances, seperti pembatasan kebebasan pers dan
intervensi terhadap lembaga peradilan. Populisme yang
mengedepankan retorika divisif juga turut mempercepat
polarisasi masyarakat, sementara kepercayaan publik terhadap
institusi demokrasi—seperti partai politik dan parlemen—terus
merosot (McCoy et al., 2018; Oyebola & Aroyehun, 2024).
Kombinasi faktor ini menciptakan lingkaran setan yang
mengancam stabilitas sistem demokratis di berbagai belahan
dunia.

Rezim otoriter modern tidak lagi muncul melalui kudeta
militer klasik, melainkan melalui pemilihan umum yang
dimanipulasi atau amendemen konstitusi untuk memperpanjang
kekuasaan. Contoh nyata terlihat di Hungaria di bawah Viktor
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Orban, di mana UU "Anti-LGBTQ+" dan pengambilalihan
media independen digunakan untuk memusatkan kekuasaan
(Novak, 2020). Di Turki, Recep Tayyip Erdogan memberangus
oposisi dengan tuduhan terorisme (Sudrajat, 2018), sementara di
Brasil, Jair Bolsonaro merusak legitimasi pemilu melalui narasi
konspirasi (tempo.co, 2022). Praktik semacam ini mengikis
prinsip demokrasi dan menormalisasi pelanggaran hak asasi
manusia sebagai alat kontrol politik. Akibatnya, ruang
partisipasi publik semakin menyempit, dan masyarakat sipil
dipaksa bekerja dalam bayang-bayang represi.

Populisme menjadi katalis lain dalam resesi demokrasi,
terutama melalui janji-janji simplistik yang mengeksploitasi
ketidakpuasan publik terhadap elit politik. Pemimpin seperti
Rodrigo Duterte di Filipina dan Narendra Modi di India
menggunakan narasi "Rakyat versus Elit" untuk membenarkan
kebijakan otoriter, seperti pembungkaman kritik melalui UU
Penghinaan atau Sensor Internet (Lozada, 2023; Soni, 2021).
Namun, alih-alih menyelesaikan ketimpangan, retorika ini justru
memperdalam polarisasi dan mengalihkan perhatian dari akar
masalah seperti korupsi dan kesenjangan ekonomi. Populisme
juga melemahkan dialog rasional, menggantikannya dengan
politik identitas yang memecah belah masyarakat berdasarkan
agama, etnis, atau kelas sosial (Auerbach, 2021; Rheindorf,
2020).

Kepercayaan masyarakat terhadap institusi demokrasi
berada di titik nadir. Laporan Edelman Trust Barometer 2023
mengungkapkan bahwa hanya 42% warga di negara demokrasi
yang percaya pada pemerintah mereka. Krisis ini dipicu oleh
kegagalan elit politik dalam mengatasi masalah struktural,
seperti ketimpangan ekonomi yang melonjak pasca-pandemi
COVID-19. Di sisi lain, disinformasi yang menyebar melalui
media sosial memperburuk ketidakpercayaan ini. Misalnya,
kampanye fake news tentang kecurangan pemilu di Amerika

20



struktural ini, demokrasi hanya akan menjadi mimpi yang terasa
semakin jauh.

Masa depan demokrasi tergantung pada kemampuan untuk
memberdayakan  pemuda sebagai  arsitek  perubahan.
Pemberdayaan dapat dilakukan dengan memadukan pendidikan
politik yang memberdayakan, teknologi yang bertanggung
jawab, dan kebijakan yang inklusif. Gerakan seperti
#FridaysForFuture dan #ReformasiDikorupsi telah
menunjukkan bahwa pemuda tidak takut menghadapi rezim atau
krisis global selama mereka diberi ruang dan sumber daya.
Tantangan ke depan, seperti krisis iklim dan kebangkitan Al
atau bahkan ancaman otoritarianisme, menuntut demokrasi yang
lincah dan responsif. Hanya dengan kolaborasi lintas generasi,
komitmen pada keadilan, dan keberanian beradaptasi, demokrasi
bisa tetap menjadi mercusuar harapan di abad yang penuh
gejolak ini.
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PENDAHULUAN

Sejak proklamasi kemerdekaan pada tahun 1945, Indonesia
telah mengalami berbagai fase dalam perkembangan
demokrasinya. Perjalanan ini mencakup penerapan berbagai
sistem politik, mulai dari demokrasi parlementer, demokrasi
terpimpin, hingga demokrasi Pancasila. Setiap fase tersebut
membawa dinamika dan tantangan tersendiri dalam upaya
mewujudkan pemerintahan yang demokratis dan berkeadilan.

Pada masa awal kemerdekaan, Indonesia menerapkan
sistem demokrasi parlementer yang memberikan peran
signifikan kepada lembaga perwakilan rakyat. Namun,
ketidakstabilan politik pada periode ini mendorong perubahan
menuju demokrasi terpimpin di bawah kepemimpinan Presiden
Soekarno. Dalam sistem ini, terjadi sentralisasi kekuasaan yang
mengurangi peran partai politik dan kebebasan berpendapat
(Irawan, 2007)

Perubahan signifikan terjadi pada era Orde Baru di bawah
Presiden Soeharto, di mana diterapkan demokrasi Pancasila.
Meskipun berhasil mencapai stabilitas politik dan pertumbuhan
ekonomi, periode ini ditandai dengan pembatasan kebebasan
sipil dan kontrol ketat terhadap media serta oposisi politik

Krisis ekonomi dan tekanan reformasi pada akhir 1990-an
mengakhiri rezim Orde Baru, membuka jalan bagi era
Reformasi yang ditandai dengan desentralisasi kekuasaan,
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kebebasan pers, dan penguatan peran masyarakat sipil. Namun,
perjalanan demokrasi Indonesia masih dihadapkan pada
berbagai tantangan, termasuk korupsi, polarisasi politik, dan
ancaman terhadap independensi lembaga yudikatif.

Dalam konteks kontemporer, kepemimpinan Joko Widodo,
yang dikenal sebagai Jokowi sebagai Presiden RI periode 2014—
2024 membawa harapan baru bagi demokrasi Indonesia.
Namun, kritik muncul terkait kemunculan kembali patronase
politik, politik dinasti, dan pelemahan lembaga yudikatif selama
masa jabatannya. Dukungan Jokowi terhadap Prabowo Subianto
menimbulkan kekhawatiran akan potensi kembalinya struktur
politik era Orde Baru (Reuters, 2024a). Bab ini akan mengkaji
secara komprehensif perjalanan demokrasi Indonesia dari masa
ke masa, menganalisis tantangan yang dihadapi, serta prospek
ke depan dalam mewujudkan sistem demokrasi yang lebih
matang dan berkelanjutan.

DEMOKRASI PADA MASA ORDE LAMA

Setelah proklamasi kemerdekaan pada tahun 1945,
Indonesia menghadapi berbagai tantangan dalam membangun
sistem pemerintahan yang stabil. Masa Orde Lama (1945-1966)
ditandai dengan dinamika politik yang signifikan, termasuk
perubahan sistem pemerintahan dari republik kesatuan ke
Republik Indonesia Serikat (RIS), pemberlakuan Konstitusi RIS
1949, sistem Demokrasi Liberal (1950-1959), dan akhirnya
transisi ke Demokrasi Terpimpin (1959-1966) di bawah
kepemimpinan Presiden Soekarno.

Republik Indonesia Serikat (RIS) dan Konstitusi RIS 1949
Pada akhir tahun 1949, Indonesia mengalami perubahan
fundamental dalam struktur negaranya. Berdasarkan hasil
Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag, Indonesia
sepakat untuk mengganti sistem negara kesatuan menjadi
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keberlanjutan demokrasi di Indonesia. Ke depan, diperlukan
komitmen yang lebih kuat dari semua elemen bangsa untuk
memastikan bahwa nilai-nilai demokrasi tetap terjaga dan tidak
mengalami kemunduran.
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PENDAHULUAN

Demokrasi adalah sistem pemerintahan yang mendudukkan
rakyat menjadi sumber kekuasaan paling tinggi. Demokrasi
mencerminkan aspirasi masyarakat untuk berpartisipasi secara
aktif dalam pengambilan keputusan. Sistem ini berkembang
melalui sejarah panjang dan diadopsi oleh berbagai negara
dengan cara berbeda. Prinsip demokrasi seperti kebebasan,
persamaan, dan kedaulatan rakyat, menjadi pilar utama yang
menjaga keberlanjutannya.

Definisi Demokrasi dalam Perspektif Umum

Demokrasi  merupakan sistem  pemerintahan  yang
mendudukkan rakyat menjadi pemegang kedaulatan paling
tinggi secara langsung ataupun berdasarkan perwakilan. Konsep
demokrasi bersumber dari Yunani kuno, khususnya dari kata
demos yang bermakna rakyat, serta kratos yang bermakna
kekuasaan. Pada praktik modern, demokrasi didefinisikan
sebagai sistem yang memungkinkan rakyat untuk berpartisipasi
dalam pengambilan keputusan mengenai urusan negara. Sebagai
sistem pemerintahan yang menghormati kebebasan individu,
demokrasi memberikan hak kepada masyarakat untuk
menyampaikan pendapat, memilih pemimpin, dan ikut serta
dalam proses politik. Demokrasi juga memberi ruang untuk tiap
individu memberi kontribusi menciptakan kehidupan
berbangsa yang adil dan sejahtera. Demokrasi adalah sistem
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yang menjamin kebebasan individu dan partisipasi rakyat dalam
pengambilan keputusan politik (Smith, 2023).

Di berbagai negara, demokrasi menjadi fondasi dalam
membangun masyarakat yang inklusif dan partisipatif. Sistem
ini berfungsi dalam menjamin agar Hak Asasi Manusia (HAM)
dihargai serta kebebasan individu dilindungi. Melalui
demokrasi, pemerintah bertanggung jawab kepada rakyat dan
keputusan politik diambil secara transparan. Demokrasi selain
dipandang sebagai sistem politik, juga sebagai budaya yang
menanamkan nilai toleransi, dialog, dan kerja sama. Dalam
demokrasi rakyat selain dilihat sebagai objek kebijakan, juga
subjek yang memiliki peran aktif dalam menentukan arah
pembangunan bangsa.

Demokrasi mencerminkan kebutuhan manusia untuk
memiliki kontrol atas kehidupan politik. Dengan memberi
peluang setara terhadap seluruh individu berpartisipasi dalam
pemerintahan, demokrasi mendorong terciptanya lingkungan
kondusif untuk inovasi dan perubahan positif. Sistem ini juga
menjadi alat penting mencegah tirani dan otoritarianisme
karena memberikan mekanisme untuk mengontrol kekuasaan
melalui hukum dan institusi yang independen. Demokrasi
menjadi simbol kebebasan dan persamaan yang diinginkan
dunia.

Penerapan demokrasi sering kali dihadapkan pada berbagai
tantangan seperti korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, dan
rendahnya partisipasi politik. Edukasi politik menjadi elemen
krusial untuk memperkuat demokrasi. Masyarakat yang
memahami hak serta kewajiban sebagai warga negara akan
lebih mampu berperan serta pada proses demokrasi secara
efektif. Dengan pemahaman yang kuat tentang nilai demokrasi,
masyarakat dapat mendorong pemerintah untuk bekerja lebih
transparan dan akuntabel, sehingga demokrasi tidak hanya
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generasi muda adalah kunci memastikan demokrasi hidup dan
berkembang.

Adalah penting untuk memiliki mekanisme checks and
balances yang dapat memastikan bahwa kebijakan pemerintah
tidak mengorbankan HAM. Demokrasi yang baik harus selalu
menjaga keseimbangan antara melindungi HAM dan menjaga
kepentingan negara atau masyarakat secara umum.

Terdapat berbagai tantangan dan ancaman pada demokrasi
yang menunjukkan bahwa meskipun demokrasi telah mengalami
perkembangan yang signifikan masa depannya tetap penuh
dengan risiko. Untuk memastikan kelangsungannya diperlukan
upaya bersama dari masyarakat, pemerintah, dan organisasi
internasional untuk mengatasi ancaman ini. Keberlanjutan
demokrasi akan sangat bergantung pada kemauan negara untuk
melindungi prinsip dasar demokrasi dan HAM dari berbagai
tantangan dan ancaman yang ada.
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PENDAHULUAN

Sistem politik bagi setiap negara berfungsi sebagai
"jantung" yang menjadi inti dari kelangsungan hidup bangsa dan
negara tersebut. Apabila jantung ini mengalami kerusakan, maka
kelangsungan hidup bangsa akan terancam. Demikian pula,
sistem politik di Indonesia berperan sebagai inti kehidupan
bangsa dan negara. Jika sistem politik ini mengalami kerusakan,
maka jalannya pemerintahan Indonesia tidak akan berjalan
dengan lancar. Sebaliknya, jika sistem politiknya baik, maka
pemerintahan pun akan berjalan dengan baik.

Demokrasi sebagai sistem politik telah menjadi salah satu
topik yang paling banyak dibahas dan dipelajari dalam ilmu
politik modern. Konsep demokrasi tidak hanya mencakup
mekanisme pemilihan umum, tetapi juga melibatkan prinsip-
prinsip dasar seperti kebebasan, kesetaraan, dan partisipasi aktif
masyarakat dalam pengambilan keputusan. Dalam konteks
global yang terus berubah, pemahaman tentang demokrasi
menjadi semakin kompleks, mengingat adanya berbagai model
dan praktik demokrasi yang diterapkan di berbagai negara.

Sejak awal kemunculannya, demokrasi telah mengalami
berbagai transformasi dan adaptasi sesuai dengan konteks sosial,
budaya, dan sejarah masing-masing negara. Dari demokrasi
langsung di Athena kuno hingga demokrasi perwakilan yang
lebih umum saat ini, perjalanan demokrasi mencerminkan
dinamika hubungan antara kekuasaan dan rakyat. Demokrasi
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sebagai sistem politik menawarkan banyak keuntungan,
terutama dalam hal partisipasi dan akuntabilitas. Namun,
tantangan seperti korupsi dan ketidakadilan hukum harus
direspons dengan baik sebagai jaminan demokrasi berjalan
efektif. Membangun sistem politik demokrasi yang baik
bukanlah tugas yang mudah karena memerlukan proses yang
panjang dan harus ditanamkan sejak dini kepada generasi muda.
Hal ini penting karena mereka adalah aset bangsa yang akan
mewarisi kepemimpinan dari generasi sebelumnya. Tanpa
pembinaan dan pengembangan sejak awal, tidak akan terbentuk
generasi yang benar-benar berkualitas sebagai harapan bangsa
dan negara untuk melanjutkan estafet kepemimpinan dari
generasi tua.

Demokrasi merupakan salah satu sistem politik yang paling
banyak dianut di berbagai belahan dunia. Sebagai sebuah
konsep, demokrasi tidak hanya mencakup mekanisme pemilihan
umum, tetapi juga melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam
pengambilan keputusan, perlindungan hak asasi manusia, serta
penegakan hukum yang adil. Demokrasi sebagai sistem politik
memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan
masyarakat yang adil dan sejahtera. Meskipun menghadapi
berbagai tantangan, prinsip-prinsip dasar demokrasi tetap
menjadi landasan bagi pembangunan politik yang berkelanjutan.
Dalam bab ini, kita akan mengeksplorasi berbagai aspek dari
demokrasi  sebagai sistem  politik, termasuk definisi,
karakteristik, tantangan, dan implikasinya terhadap kehidupan
masyarakat.

Selain itu, bab ini juga akan membahas peran institusi
politik, partai politik, dan masyarakat sipil dalam memperkuat
atau melemahkan sistem demokrasi. Dengan memahami
berbagai elemen yang membentuk demokrasi, diharapkan
pembaca dapat memperoleh wawasan yang lebih mendalam
tentang pentingnya sistem politik ini dalam menciptakan
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Demokrasi sebagai sistem politik juga memiliki subsistem.
Tiga subsistem dalam sistem politik demokrasi terdiri dari
lembaga politik, partai politik, dan masyarakat sipil. Ketiga
subsistem ini saling melengkapi dan berperan penting dalam
menjalankan demokrasi. Keterlibatan aktif dari ketiga elemen
ini sangat krusial untuk memastikan bahwa demokrasi berjalan
dengan baik, menciptakan pemerintahan yang responsif,
akuntabel, dan mewakili kepentingan seluruh masyarakat. Oleh
karena itu, penguatan ketiga elemen ini menjadi kunci untuk
memperkuat demokrasi di suatu negara. Namun, sistem politik
demokrasi juga menghadapi berbagai tantangan, seperti
politisasi  identitas, penyebaran informasi yang salah,
keterbatasan partisipasi  politik, korupsi, penyalahgunaan
kekuasaan, dan ancaman terhadap kebebasan sipil. Tantangan-
tantangan ini memerlukan perhatian serius dari semua pihak.
Upaya untuk memperkuat demokrasi harus melibatkan
peningkatan pendidikan politik, penguatan lembaga, dan
perlindungan terhadap kebebasan sipil. Hanya dengan cara ini,
demokrasi dapat bertahan dan berkembang di tengah berbagai
tantangan yang ada.
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PENDAHULUAN

Kecintaan kita kepada Indonesia bukan hanya melulu
karena keindahan dan sumber daya alam yang telah Tuhan
anugerahkan kepada bangsa kita ini, tetapi tentang bagaimana
kita mampu memahami sejarah dan perjuangan bangsa
Indonesia hingga sampailah pada saat seperti sekarang,
Indonesia yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi.
Jauh sebelum Indonesia merdeka, penjajahan menjadi salah satu
penyebab tidak berkembangnya demokrasi dalam alam
kehidupan Indonesia karena agenda kolonialisme salah satunya
adalah deedukasi (pembodohan) terhadap pribumi yang dijajah
meskipun ketika zaman Gubernur Jendral Johannes Van Den
Bosch sempat diberlakukan politik etis yang kemudian menjadi
bumerang bagi kolonialisme di Indonesia.

Penjajahan mental berupa penindasan intelektual yang
dilakukan oleh penjajah menjadi salah satu taktik strategis agar
rakyat Indonesia tidak sempat berpikir dan sadar untuk
melawan. Artinya bahwa perlawanan terhadap penjajahan dalam
berbagai babak sejarah termasuk revolusi Prancis yang
bersumber pada kesadaran dan intelektualitas. Kesadaran dan
intelektualitas yang baik dari warga negara di suatu negara yang
akhirnya membawa banyak negara meninggalkan pemerintahan
yang otoriter menuju pemerintahan yang lebih demokratis
dimana “akal sehat” menjadi pusat peradaban demokrasi. Alami
(2016) memandang bahwa demokrasi sebagai “the rule of the
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people” dimana people atau rakyat harus tunduk pada rule atau
peraturan, meskipun di satu sisi kita melihat demokrasi
semacam teori perjanjian atau kontrak sosial yang dikemukakan
oleh Rousseau (1986), namun alasan utama dari demokrasi
bukan pesimisme manusia untuk mempertahankan kehidupan
sehingga perlu untuk melakukan kontrak sosial, tapi alasan
utama demokrasi adalah optimisme dimana kesemapakat
dilakukan sebagai upaya dalam membangun negara dan
kehidupan rakyat yang lebih baik.

Secara universal, demokrasi selalu menitikberatkan pada
kedaulatan rakyat, dimana rakyat memiliki kekuasaan tertinggi
dan pemerintah dibentuk sebagai “suatu perwakilan” rakyat
untuk mengurus negara dan memajukan kesejahteraan bersama.
Di dalam buku Demokrasi Kita: Pikiran-pikiran tentang
Demokrasi dan Kedaulatan Rakyat, Hatta (2018, him. 10)
mengungkapkan bahwa syarat mutlak dalam mewujudkan cita-
cita mulia bangsa Indonesia pascakemerdekaan adalah
bagaimana menjadikan kebenaran dan kebaikan sebagai dasar
kedaulatan rakyat untuk mencapai Indonesia yang mulia dan
rakyatnya yang makmur. Kebenaran dan kebaikan (kearifan)
dalam melaksanakan kedaulatan rakyat menjadi sesuatu yang
terdengar mudah namun dalam pengimplementasiannya tentu
sangat sulit. Penyimpangan kekuasaan (abuse of power) pada
tingkatan elit politik serta acuh tak acuh atau kesadaran politik
yang rendah (unconsciousness politic) pada kalangan
masyarakat, menjadikan praktik demokrasi tidak dapat
terimplementasikan secara ideal.

Berdasarkan paparan di atas, kita dapat memahami bahwa
nilai-nilai demokrasi secara kontekstual dilaksanakan pada dua
kehidupan di dalam suatu negara, pertama dipahami, diyakini
dan diimplementasikan dalam kehidupan bernegara khususnya
dalam menjalankan fungsi pemerintahan. Demokrasi dalam
pemerintahan tidak dilihat dari hasil akhir melainkan dilihat dari
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tua, keluarga, guru, masyarakat dan sebagainya untuk
mengajarkan nilai-nilai  demokrasi sejak dini. Dengan
internalisasi demokrasi sejak dini, maka potensi terjadinya
intoleransi yang dilakukan oleh seseorang cenderung lebih kecil.

KESIMPULAN

Demokrasi sebagai sikap hidup tidak serta merta dapat
terwujud secara alamiah melainkan perlu intervensi atau upaya
dari orang tua, guru maupun unsur lainnya. Menjadikan
demokrasi sebagai sikap hidup juga bukan hanya soal
pengetahuan saja, melainkan sebagai hasil dari upaya
penumbuhan sikap. penerapan nilai dan prinsip demokrasi
sebagai sikap hidup dapat dilakukan pada lingkup keluarga sejak
dini melalui hal-hal sederhana. Implementasi demokrasi sebagai
sikap hidup kian menghadapi tantangan di era perkembangan
teknologi yang semakin pesat antara lain dengan semakin
tingginya individualisme, polarisasi kelompok dan intoleransi.
Upaya menginternalisasikan nilai dan prinsip demokrasi serta
pengajaran berharga lainnya menjadi upaya nyata yang dapat
dilakukan untuk menghadapi tantangan-tantangan tersebut
sehingga potensi dari individualisme, polarisasi kelompok serta
intoleransi dapat semakin kecil.
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PENDAHULUAN

Piagam Madinah adalah dokumen yang disusun oleh Nabi
Muhammad SAW pada tahun 622 M, setelah beliau hijrah dari
Mekah ke Madinah. Dokumen ini diakui sebagai salah satu
konstitusi pertama dalam sejarah, yang mengatur hubungan
antara muslim dan nonmuslim di Madinah, serta menciptakan
kerangka kerja untuk kehidupan sosial, politik, dan hukum di
kota tersebut (Ahmad, 2014). Piagam Madinah, menurut Jimly
Ashiddigie, adalah konstitusi modern pertama di dunia yang
disusun berdasarkan kesepakatan tertulis oleh warga Madinah.
Dokumen ini ditandatangani oleh 13 komunitas, termasuk kaum
Mukmin dan Muslim dari Mekkah dan Yastrib, serta enam
kelompok Yahudi dari beberapa klan Banu dan suku lainnya
(Ashiddigie, 2004).

Berawal dari tahun 622 M, Nabi Muhammad dan para
pengikutnya (Muslim) menghadapi penindasan yang semakin
berat di Mekah. Mereka kemudian memilih untuk pindah ke
Kota Yastrib (kemudian berganti nama menjadi Madinah). Nabi
Muhammad dan pengikutnya diundang oleh suku-suku lokal
untuk membantu menyelesaikan konflik di antara mereka.
Setelah kedatangan Nabi, Madinah dihuni oleh berbagai suku,
baik muslim (dari suku Aus dan Khazraj) dan nonmuslim
(seperti Yahudi). Keberagaman ini menciptakan kebutuhan
untuk menetapkan aturan dan ketentuan yang dapat
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mengungkapkan kesepakatan bersama dan menciptakan
stabilitas (al-Mubarakfuri, 2015).

Piagam Madinah ditulis sebagai sebuah dokumen perjanjian
yang mengatur kehidupan masyarakat Madinah. Dokumen ini
mengatur hak dan kewajiban antara berbagai kelompok,
termasuk Muslim, Yahudi, dan suku-suku lokal lainnya, dengan
tujuan untuk menjaga perdamaian dan kerja sama di dalam
komunitas. Piagam ini memasukkan prinsip-prinsip dasar seperti
musyawarah, keadilan, serta perlindungan terhadap hak-hak
individu dan kelompok, menjelaskan tanggung jawab sosial,
keamanan, dan saling menghormati antara anggota masyarakat
yang berbeda keyakinan (Maryam, 2009). Dengan mengatur
hubungan di antara berbagai elemen dalam masyarakat
Madinah, Piagam Madinah menjadi landasan penting dalam
pengembangan komunitas muslim yang inklusif dan demokratis,
serta menjadi referensi bagi penyelenggaraan kehidupan
berbangsa dan bernegara di kemudian hari.

Seberapa pentingkah membahas aspek demokrasi dalam
Piagam Madinah? Setidaknya ada lima alasan aspek demokrasi
dalam Piagam penting untuk dibahas. Pertama, Piagam
Madinah memiliki konsep perwakilan dan musyawarah. Piagam
Madinah  mengedepankan prinsip musyawarah dalam
pengambilan keputusan. Dalam dokumen tersebut, terdapat
elemen yang mencerminkan partisipasi anggota masyarakat
dalam menentukan arah kebijakan dan penyelesaian konflik
(Ahmad, 2014). Ini menciptakan kerangka untuk partisipasi
kolektif yang relevan dengan prinsip-prinsip demokrasi.

Kedua, Piagam Madinah memiliki pengakuan terhadap
keragaman. Piagam Madinah mengakui dan menghormati
keberagaman etnis dan keagamaan di Madinah. Dengan
menjamin hak-hak berbagai suku dan agama, piagam ini
menciptakan suasana inklusif yang menjadi salah satu prinsip
dasar demokrasi modern, di mana hak-hak individu dihormati
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damai tanpa persetujuan dari muslim lainnya dalam kaitannya
dengan perang di jalan Allah SWT; mereka harus bertindak
bersama dan adil. Poin kesembilan menyebutkan bahwa jika ada
yahudi yang bergabung dengan muslim, mereka berhak
mendapatkan bantuan dan hak yang setara, serta tidak boleh
mengalami penindasan atau diabaikan (Shobahah, 2019).

Poin kesepuluh menegaskan kewajiban sejumlah muslim
untuk melindungi sesama Muslim agar darah mereka terjaga.
Poin kesebelas menyebutkan bahwa orang-orang musyrik
dilarang untuk melindungi harta benda kaum Quraisy dan tidak
boleh menghalangi muslim. Poin kedua belas menjelaskan
bahwa setiap orang yang membunuh muslim yang tidak bersalah
harus menerima hukuman yang layak, kecuali jika pihak
keluarga atau wali korban memilih untuk memaafkannya. Poin
ketiga belas mengingatkan semua muslim agar tidak
membiarkan saudara muslim yang dibunuh tanpa pembelaan dan
diharuskan untuk membela mereka. Poin keempat belas
menyatakan bahwa umat muslim dilarang untuk membantu atau
melindungi orang jahat. Siapapun yang melanggar aturan ini
akan menghadapi konsekuensi yang berat. Poin kelima belas
mengungkapkan bahwa semua perselisihan, baik di antara
muslim, antar nonmuslim, maupun yang melibatkan keduanya,
harus diselesaikan dengan merujuk kepada Allah SWT dan Nabi
Muhammad (Shobahah, 2019).

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad, Z. A. (1956). Membentuk Negara Islam. Jakarta: Bulan
Bintang.

Ahmad, Z. A. (2014). Piagam Madinah Konstitusi Tertulis
Pertama di Dunia. Jakarta: Pustaka al-Kautsar.

Al-Mubarakfuri, S. S. (2015). Sirah Nabawiyah, prnj. Kathur
Suhardi. Jakarta: Pustaka al Kautsar.

139



Ashiddigie, J. (2004). Konstitusi dan Konstitusionalisme.
Jakarta: MKRI PSHTN FHUI.

Firdaus. (2019). Musyawarah Dalam Perspektif Al-Qur’an. Al-
MUBARAK Jurnal Kajian Al-Quran & Tafsir, 72-81.

Heldi, Fauzan, A. R., Ripdia, A. H., & Zahra, A. (2021).
Demokrasi, Keadilan, dan Utilitarianisme dalam Upaya
Legitimasi Kekuasaan Birokrasi. Jurnal DIALEKTIKA :
Jurnal Ilmu Sosial, Vol 19 No. 1, 1-12.

Ibnu Katsir, A. A. (2000). Tafsir Al-Qur’an al-Adzim. Bandung:
Sinar Baru Algesindo.

Maryam, S. (2009). Sejarah Peradaban Islam dari Masa Klasik
hingga Modern. Yogyakarta: Lesfi.

Nafis, C. (2015). Piagam Madinah dan Deklarasi HAM Studi
Historis dan Konseptual Atas Nilai Pluralisme Beragama.
Jakarta Selatan: Mitra Abadi Press.

Nasution, S. (2013). Sejarah Perdaban Islam. Pekanbaru:
Yayasan Pusaka Riau.

Rasyid, M. N. (1997). Seputar Sejarah & Muamalah. Bandung:
Al-Bayan.

Shobahah, N. (2019). Piagam Madinah dan Konsep Demokrasi
Modern Islam Masa Klasik. Ahkam, Volume 7, Nomor 1,
195-214.

Sukardja, A. (1995). Piagam Madinah dan Undang-Undang
Dasar 1945. Jakarta: Ul Press.

Tanjung, R. (2022). Piagam Madinah.
https://www.researchgate.net/publication/357416605.

140


https://www.researchgate.net/publication/357416605

BAB 8
DEMOKRASI: PERSPEKTIF KEARIFAN LOKAL

Emillia, S.H., M.Kn.
Institut Teknologi PLN
E-mail: emillia@itpln.ac.id

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri atas
ribuan pulau yang dihuni oleh penduduk dengan jumlah sebesar
278,8 juta jiwa pada tahun 2023 yang terus-menerus mengalami
penambahan jumlah penduduk sesuai dengan data yang
diproyeksikan olen Badan Pusat Statistik. Sehingga negara
Indonesia dibagi menjadi 38 provinsi, 416 kabupaten, 98 kota,
7.277 kecamatan, 83.763 kelurahan/desa (Emillia, 2022). Tidak
ada salahnya kita mengenal wilayah Indonesia sebagai latar
belakang multikultural sebelum membicarakan  konsep
demokrasi. Berdasarkan posisi geografis maka Indonesia berada
pada posisi koordinat 6°LU - 11°LS dan 95°BT - 141°BB.
Berdasarkan kondisi ini Indonesia dipengaruhi iklim tropis yang
terdiri atas musim kemarau dan musim penghujan. Demikian
pula batas wilayah Indonesia meliputi pulau paling luar
Indonesia yaitu pulau We yang terletak di ujung wilayah
Nanggroe Aceh Darussalam. Pulau Rote berada di bagian
selatan Nusa Tenggara dan Pulau Sumatera yang terletak di
ujung utara serta Kota Merauke merupakan wilayah terluar
bagian timur (Julismin, 2013).

Apabila ditinjau dari unsur penduduk maka penduduk
Indonesia berlatar belakang multietnis yaitu 8 suku besar dan
772 suku kecil serta 746 bahasa daerah (Emillia, 2022). Dengan
demikian  Indonesia merupakan negara yang sangat unik
sehingga dengan ciri khas inilah yang membedakan dengan
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negara lain. Dengan demikian, berdasarkan latar belakang
kesukuan maka bangsa Indonesia memiliki keberagaman dan
multikultur berdasarkan etnis dan kebahasaan. Bangsa Indonesia
mengakui adanya perbedaan budaya. Perbedaan tersebut harus
dipandang sebagai potensi kekuatan bangsa. Disamping itu
dalam aktivitas kehidupan berbangsa dan bernegara multikultur
yang dipertahankan menjadi tradisi secara turun temurun
melalui kearifan lokal ini diwarnai pula dengan etika dan
peraturan adat istiadat serta kebijakan yang ditetapkan oleh
pemerintah  dalam  menjaga  harmonisasi  kehidupan
bermasyarakat untuk meciptakan kesadaran beretika dan hukum.

Oleh karena itu apabila ditinjau dalam Kamus Besar Bahasa
Indonesia maka kata “kearifan lokal” bersal dari dua suku kata
yaitu kearifan (wisdom) yang berarti kebijaksanaan atau
bijaksana dan lokal (local) yang berarti tempat, setempat.
Sehingga local wisdom atau local genius dapat diartikan
menjadi ide, nilai dan pandangan di wilayah setempat yang
memiliki karakter bijaksana, arif dan adat istiadat yang serta
kebiasaan yang baik yang merupakan tradisi yang diikuti
masyarakat setempat (Njatrijani, 2018). Local Genius juga dapat
ditafsirkan sebagai ciri khas budaya dan adat istiadat sehingga
masyarakat dapat mengadopsi dan mengolah tradisinya tersebut
sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya.

Dengan demikian, pengertian kearifan lokal adalah
kemampuan sebuah bangsa untuk mengadopsi dan
mempergunakan budaya dan tradisi bangsa lain menjadi ciri
khas tradisinya sendiri. Sedangkan kearifan lokal apabila ditarik
pengertian secara umum adalah budaya dan tradisi yang sudah
diwariskan dan berkembang secara turun temurun oleh
masyarakat setempat yang bersifat multikultural. Sehingga dapat
disimpulkan bahwa ciri khas sebuah bangsa yang multikultural
adalah memiliki status peradaban yang tinggi seperti halnya
dengan bangsa Indonesia (Hidayat, n.d.). Kepribadian bangsa
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PENDAHULUAN

Demokrasi adalah sebuah konsep yang telah lama menjadi
dasar dari sistem pemerintahan modern. Pengertian demokrasi
bersumber dari bahasa Yunani yang bermakna "pemerintahan
olen rakyat." Dalam praktiknya demokrasi tidak hanya
melibatkan pemilihan umum untuk memilih pemimpin, tetapi
juga mencakup serangkaian nilai dan prinsip yang mendasari
seluruh struktur pemerintahan dan kehidupan bernegara. Nilai-
nilai demokrasi meliputi kebebasan, kesetaraan, partisipasi, dan
akuntabilitas.

Kebebasan adalah salah satu pilar utama demokrasi.
Kebebasan dalam konteks demokrasi berarti bahwa setiap
individu memiliki hak untuk mengekspresikan pendapat,
beragama, berkumpul, dan berorganisasi tanpa takut akan
represi atau intimidasi dari pihak manapun, termasuk
pemerintah. Kebebasan ini menciptakan lingkungan yang
memungkinkan diskusi terbuka dan debat publik, yang esensial
dalam rangka pembuatan keputusan yang semakin baik serta
semakin berkeadilan.

Kesetaraan juga merupakan nilai fundamental dalam
demokrasi. Kesetaraan dalam demokrasi bermakna bahwa tiap-
tiap individu tanpa melihat latar belakang sosial, ekonomi,
ataupun etnis mempunyai hak yang setara pada proses
perpolitikan. Hal ini meliputi hak dalam memilih atau dipilih,
beserta hak dalam memperoleh perlakuan yang berkeadilan di
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mata hukum. Kesetaraan tersebut bertujuan untuk memastikan
bahwa tidak ada kelompok atau individu yang mendominasi
atau mendiskriminasi kelompok lain sehingga semua suara dapat
didengar dan dipertimbangkan secara setara.

Partisipasi adalah aspek lain yang krusial dalam demokrasi.
Partisipasi berarti peran serta aktif warga negara pada proses
perpolitikan baik dengan mekanisme pemilihan umum,
partisipasi dalam diskusi publik, ataupun dalam bentuk
keterlibatan lain seperti menjadi anggota organisasi masyarakat
sipil. Partisipasi aktif dari warga negara memastikan bahwa
pemerintah tetap responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi
rakyat serta mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan.

Akuntabilitas adalah prinsip penting lainnya dalam
demokrasi. Akuntabilitas berarti bahwa pemerintah dan pejabat
publik harus bertanggung jawab atas tindakan dan kebijakan
yang diambil. Pejabat publik harus transparan dalam
pengambilan keputusan dan siap untuk menjelaskan serta
mempertanggungjawabkan tindakan masing-masing kepada
publik. Akuntabilitas ini menjaga kepercayaan publik terhadap
pemerintahan dan mendorong terciptanya tata kelola yang baik.

Nilai-nilai demokrasi ini mendasari sistem pemerintahan
yang memberikan suara kepada setiap individu, memungkinkan
partisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan, dan
menjamin bahwa pemerintah bertanggung jawab kepada
rakyatnya. Dalam konteks politik, nilai-nilai ini menciptakan
sistem yang semakin adil dan merata, di mana masing-masing
orang mempunyai peluang yang setara dalam berkontribusi serta
mempengaruhi kebijakan publik.

Namun demikian nilai-nilai demokrasi tidak sekedar
penting pada konteks politik, tapi mempunyai pula dampak
luas pada aspek sosial, perekonomian, serta kebudayaan. Dalam
bidang sosial, nilai-nilai demokrasi memacu penghormatan atas
hak asasi manusia (HAM) serta kebebasan individu, serta
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sebagai panduan moral yang berkelanjutan  untuk
mempromosikan keadilan dan keterlibatan aktif warga dalam
proses politik. Evolusi nilai-nilai ini menggambarkan daya tahan
dan relevansi universal dalam menanggapi tantangan zaman.
Adaptasi dan penguatan nilai-nilai  demokrasi dalam
menghadapi dinamika global yang terus berubah menjadi kunci
untuk memastikan bahwa sistem pemerintahan ini tetap relevan
dan efektif. Hanya dengan menjaga komitmen terhadap prinsip-
prinsip demokrasi seperti partisipasi aktif, akuntabilitas,
keadilan, dan kebebasan, dapat dibangun masyarakat yang lebih
inklusif, adil, dan stabil di era yang terus berubah ini.
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PENDAHULUAN

Demokrasi yang berasal dari bahasa Yunani kuno "demos"
(rakyat) dan “kratos" (pemerintahan) diartikan sebagai
"pemerintahan rakyat" atau "kekuasaan rakyat,” menegaskan
bahwa kekuasaan tertinggi dalam suatu negara berada di tangan
rakyat. Di Indonesia, hal ini tercantum dalam Pasal 1 Ayat 2
Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan, "Kedaulatan
berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-
Undang Dasar”. Demokrasi telah menjadi bagian penting
dalam sejarah peradaban manusia, terus berkembang dan
berubah seiring dinamika sosial, politik, dan budaya masyarakat.
Pada era modern, demokrasi tidak hanya dipandang sebagai
sistem pemerintahan, tetapi juga sebagai prinsip dasar yang
menjiwai tata kelola negara serta kehidupan bermasyarakat.

Di Indonesia dengan keragaman budaya, agama, dan suku,
demokrasi memiliki peran yang sangat penting sebagai dasar
kehidupan bernegara, keadilan sosial, keterlibatan masyarakat,
dan pengakuan hak asasi manusia. Demokrasi memastikan
setiap suara diakui dan setiap kelompok diberikan kesempatan
untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Selain itu,
demokrasi juga mendukung terciptanya transparansi dan
akuntabilitas dalam pemerintahan, serta memperkuat persatuan
dan kesatuan negara.

Kondisi demokrasi Indonesia saat ini menghadapi berbagai
tantangan, meskipun telah berhasil menjalani beberapa
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pemilihan umum yang relatif bebas dan adil. Ada beberapa hal
yang menjadi perhatian serius yaitu munculnya isu-isu seperti
intoleransi, disinformasi, polarisasi politik, ancaman terhadap
kebebasan pers, dan praktik korupsi. Untuk itu, pendidikan
demokrasi menjadi sangat penting dalam memperkuat
pemahaman, sikap, dan keterampilan berdemokrasi, khususnya
bagi generasi muda. Melalui pendidikan demokrasi, diharapkan
dapat tercipta warga negara yang sadar akan hak dan
kewajibannya, serta aktif dalam berbagai proses demokrasi.
Selain itu, pendidikan ini juga bertujuan untuk mengembangkan
keterampilan berpikir kritis dalam mengevaluasi kebijakan
publik dan membuat keputusan yang berdasarkan informasi,
sehingga menciptakan masyarakat yang lebih sadar dan berdaya.

Hakikat Demokrasi

Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu "demos" yang
berarti rakyat, dan "kratos" yang berarti kekuasaan atau
pemerintahan. Secara harfiah, demokrasi berarti pemerintahan
oleh rakyat atau kekuasaan rakyat. Pengertian ini sejalan dengan
pernyataan Abraham Lincoln (1809-1865), Presiden Amerika
Serikat ke-16, yang menyatakan bahwa “Democracy is the
government from the people, by the people, and for the people.”
Demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan
untuk rakyat (Kusumawardani, Sri Suning dkk., 2024).
Demokrasi merupakan sistem pemerintahan, rakyat memiliki
kekuasaan tertinggi yang diwujudkan melalui mekanisme
partisipasi  langsung maupun perwakilan. Prinsip utama
demokrasi adalah kedaulatan rakyat, pemerintah memperoleh
legitimasi dari rakyat melalui pemilu yang jujur, adil, dan
terbuka, sebagaimana tercantum dalam UUD 1945 Pasal 1 Ayat
2.

Demokrasi menempatkan rakyat sebagai pemegang
kekuasaan tertinggi dalam menentukan arah dan kebijakan
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Dengan menjamin  hak asasi manusia, transparansi,
akuntabilitas, serta menghormati keberagaman, demokrasi
menciptakan kehidupan yang lebih harmonis.

Sejarah demokrasi menunjukkan perkembangan dari
demokrasi langsung di Athena hingga demokrasi perwakilan
modern. Di Indonesia, demokrasi telah berkembang melalui
berbagai fase mulai dari Demokrasi Parlementer, Demokrasi
Terpimpin, dan Demokrasi Pancasila. Era Reformasi sejak 1998
menandai  revitalisasi demokrasi dengan  desentralisasi
kekuasaan, pemilu langsung, dan peningkatan kebebasan sipil.
Meskipun ada tantangan, demokrasi Indonesia terus berkembang
berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

Pendidikan demokrasi bertujuan menanamkan nilai-nilai
demokrasi seperti toleransi, keadilan, dan kesetaraan agar
individu dapat berpartisipasi aktif dalam kehidupan
bermasyarakat dan bernegara. Melalui pengalaman langsung dan
pendidikan inklusif, pendidikan demokrasi membentuk warga
negara yang menghargai perbedaan dan bertanggung jawab.
Pendidikan demokrasi yang prioritas akan mewujudkan
demokrasi yang adil dan berkelanjutan.
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PENDAHULUAN

Pasca Orde Baru, Indonesia memasuki Orde Reformasi
yang mengedepankan nilai kebebasan dan demokrasi. Orde
Reformasi telah memberikan ruang kebebasan bagi masyarakat
untuk menyampaikan aspirasi, pendapat kepada pemerintah.
Pada Orde Reformasi, rakyat menempati posisi penting dalam
proses pembangunan, dan tidak jarang diikutsertakan dalam
pengambilan keputusan. Teori kedaulatan sendiri menyebutkan
rakyat adalah pemegang/pemilik kekuasaan tertinggi sebuah
negara (Munawaroh, 2024). Partisipasi rakyat diperlukan untuk
menjamin bahwa pemerintah benar-benar menjalankan fungsi
yang diamanahkan UUD’45. Bahkan ada yang menyebut bahwa
tidak adanya partisipasi rakyat, hasil pembangunan tidak akan
tercapai optimal (Tim Komunikasi Publik Dinkominfo Kota
Pekalongan, 2022). Orde Reformasi memberikan angin segar
kepada seluruh masyarakat Indonesia dalam menyuarakan
kepentingan mereka. Pemerintah  Indonesia  diharuskan
bertransformasi dengan perubahan yang ada, terutama
kepemimpinan yang dulunya bersifat otoritarian ke demokratis.

Salah satu sistem kepemimpinan yang harus dijaga
konsistensinya oleh pemerintah Indonesia adalah sistem
demokrasi. Sistem demokrasi saat ini sudah diadopsi oleh
sebagian besar negara di berbagai penjuru dunia. Menurut survei
yang dilakukan lembaga Saiful Mujani Research & Consulting,
70,4% masyarakat Indonesia memandang sistem demokrasi
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adalah sistem pemerintahan terbaik (Saiful Mujani Research &
Consulting, 2023). Sistem demokrasi memberikan ruang
kebebasan bagi tiap individu untuk mengekspresikan diri tanpa
harus takut akan berbagai perbedaan yang ada ditengah
masyarakat. Sistem demokrasi seolah-olah menjadi primadona
yang diidam-idamkan tiap negara agar mampu bergaul dengan
negara maju lainnya di forum internasional. Tiap pemimpin
negara memandang perlu mengadopsi sistem tersebut, untuk
menunjukkan komitmen negara melindungi kebebasan dan hak
asasi manusia.

Sistem demokrasi merupakan sistem politik yang
menjunjung tinggi perlindungan terhadap hak asasi manusia
(HAM). Perbedaan (difference) adalah kata kunci dalam
menjalankan komitmen menjadi negara demokratis. Salah satu
tolok ukur demokrasi adalah adanya Pemilihan Umum (Pemilu)
dalam memilih Presiden, Kepala Daerah maupun anggota
legislatif pusat dan daerah. Demokrasi sendiri pertama Kali
diperkenalkan pada masa Yunani Kuno pada abad ke-6 dan abad
ke-3 SM. Sistem pemerintahan ini sudah dikenal sangat lama,
tidak heran sistem ini menjadi sistem yang banyak dianut
negara-negara diseluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Yunani
sendiri sistem demokrasinya dilakukan secara langsung, dimana
pemerintah membuat keputusan politik dan dijalankan oleh
rakyatnya (Ayu, 2023).

Sistem demokrasi itu sendiri menghadapi berbagai
tantangan, yaitu dengan munculnya Paus yang berusaha
mendominasi kekuasaan pemerintahan. Inilah awal mula yang
menjadi penyebab beberapa negara barat menginginkan adanya
pemisahan antara agama dan negara. Hingga saat ini demokrasi
masih menghadapi berbagai tantangan serius, khususnya yang
berasal dari internal. Penyebab matinya sistem demokrasi itu
sendiri ada yang disebabkan oleh resiliensi otoriter, yaitu pola
kepemimpinan otoritarian yang tidak memberikan ruang untuk
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pejabat negara tersebut menjadi cerminan bahwa kualitas
demokrasi Indonesia hanya sebatas prosedural belum
substansial.

KESIMPULAN

Kondisi sistem demokrasi yang dijalankan Indonesia
memang masih jauh dari harapan, dan cenderung
memprihatinkan. Sistem demokrasi Indonesia masih tergolong
demokrasi semu yang hanya dijalankan untuk memenuhi
tuntutan aturan atau perundang-undangan tanpa menitikberatkan
pada kualitas dan komitmen pejabat publik dalam menjalankan
tugas bernegara sesuai nilai falsafah Pancasila. Sistem
demokrasi Indonesia juga masih bersifat sebatas demokrasi
prosedural dan minim demokrasi substansial. Negara selama ini
hadir hanya untuk memenuhi kewajiban Undang-Undang tanpa
melihat lebih jauh masalah keadilan, kesetaraan, dan
kesejahteraan ekonomi masyarakat. Demokrasi yang baik tidak
hanya melihat kualitas pemerintahnya saja, namun juga melihat
kualitas masyarakatnya. Masyarakat harus berada pada garda
terdepan untuk mengaspirasikan segala kebutuhan yang mereka
perlukan demi pencapaian tujuan bersama.
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